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TAFSIR KRITIS ATAS AGAMA DAN ETIKA 
 

 

 

Agama dan etika merupakan dua ikon yang dipertaruhkan untuk 

kebaikan hidup. Perkembangan yang berlangsung dalam tataran 

kehidupan sosial telah mensyaratkan adanya penafsiran terhadap 

keduanya. Namun dalam proses penafsiran tidak pernah bebas nilai, 

sehingga kemungkinan terjadinya simplifikasi, distorsi, dan bias sangat 

terbuka. Oleh sebab itu, penafsiran harus terus dilakukan untuk –paling 

tidak– mendekati kesahihan teks. Di sinilah letak signifikansi penafsiran 

dalam memahami teks-teks secara kritis.  

Dalam rangka mengupas lebih jauh proses penafsiran terhadap agama 

dan etika Refleksi kali ini mengetengahkan tema tersebut sebagai wacana 

umum. Penafsiran kritis yang disajikan pada terbitan kali ini meliputi 

pandangan beberapa pakar terhadap ajaran agama yang bersumber pada 

al-Qur’an dan Hadis serta wacana kritis tentang etika yang menjadi diskusi 

panjang di kalangan filosof. 

Untuk membahas tema tersebut, Refleksi kali ini menurunkan lima 

tulisan yang khusus mengkaji proses penafsiran terhadap teks-teks 

keagamaan, seperti al-Qur’an, Hadis, dan penafsiran terhadap masalah 

etika. Pertama, tulisan Usman Syihab Husnan yang mengupas pola 

penafsiran atau pendekatan yang dilakukan oleh Malik Bennabi dalam 

memahami al-Qur’an. Menurut Usman Syihab Husnan, pendekatan yang 

dilakukan Malik Bennabi terhadap wahyu adalah pendekatan integral. 

Dengan menelaah karya Malik, Fenomena al-Qur’an, Usman menarik 

kesimpulan bahwa Malik Bennabi berhasil memberi respons yang matang 

terhadap tantangan-tantangan filsafat dan pemikiran Barat dalam melihat 

al-Qur’an. Dengan meletakkan wahyu al-Qur’an sebagai fenomena 

objektif yang melampaui semua konteks sejarah dan berbagai bentuk sosial 

budaya, Malik Bennabi mampu menjawab para orientalis yang 
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mengingkari dan yang berusaha menebar keraguan tentang kebenaran al-

Qur’an sebagai wahyu Tuhan. Malik Bennabi menjawab Margelyouth 

(orientalis Inggris) dan kawan-kawannya yang menganggap al-Qur’an 

sebagai produk Nabi Muhammad atau merupakan salinan dari Taurat dan 

Injil, atau bahwa di dalam al-Qur’an terdapat pengaruh dari kedua kitab 

perjanjian tersebut. Dengan karyanya ini juga, secara tidak langsung, 

Malik Bennabi menolak filologi Christoph Luxenberg (orientalis Jerman), 

yang datang jauh setelahnya, yang menuduh bahwa bahasa asal al-Qur’an 

adalah bahasa Aramiah dan bukan bahasa Arab.  

Kedua, tulisan Bustamin yang mengulas pemikiran Ahmad Amin 

tentang hadis. Berdasarkan kitab Fajr al-Islām Bustamin menemukan 

tujuh aspek kritik hadis, yaitu tidak adanya pembukuan, pemalsuan hadis, 

sebab-sebab pemalsuan hadis, gerakan ulama untuk meluruskan 

pemalsuan dan langkah-langkah yang diambilnya dari berbagai cara, 

tokoh-tokoh hadis terkemuka, usaha-usaha yang diambil bagi pembukuan 

hadis, dan khazanah hadis dalam penyebaran kebudayaan. Inilah tujuh 

aspek kritik hadis yang dikritik oleh Amīn dalam Fajr al-Islām.  

Ketiga, tulisan tentang teologi pembebasan yang digagas oleh Harvey 

Cox. Tulisan ini diulas oleh Mohammad Nuh Hasan dengan melihat latar 

belakang munculnya teologi pembebasan di lingkungan masyarakat 

sekuler. Kepesatan kemajuan peradaban Barat yang berdampak serius 

khususnya terhadap sistem nilai dan keagamaan menjadi agenda 

perbincangan teologi Kristiani, sebagai agama yang paling akrab bergumul 

dengan perkembangan dunia Barat modern. Para teolog konservatif 

memandang fenomena semacam itu sebagai sesuatu yang bersifat negatif, 

dan mereka akan tetap mempertahankan ortodoksinya. Sementara itu, 

sebagian lagi yang mengambil jalur pemikiran liberal memandangnya 

sebagai suatu kenyataan yang positif. Proses sekularisasi tidak dipandang 

sebagai sesuatu yang ‘an sich’ bersifat antagonistis dengan keberadaan 

agama, tetapi justru merupakan suatu tanda kemajuan kesadaran manusia 

yang pada dasarnya lebih bersifat Biblis. Para tokoh semacam Friedrich 

Gogarten, Rudolf Bultmann, John A.T. Robinson dan Dietrich 

Bonhoeffer, termasuk Harvey Cox, masuk dalam barisan terakhir ini. Di 

antara para tokoh tersebut, Harvey Cox paling lugas menggagas teologi 

sekularisasi, khususnya dalam karya monumentalnya: The Secular City: 

Secularization and Urbanization in Theological Perspective (1965).  



Keempat, tulisan Syamsuri yang mengulas pemikiran Murtadha 

Muthahhari tentang manusia sempurna atau multidimensi dan cara yang 

harus ditempuh untuk mengembangkan dimensi-dimensi tersebut agar 

dapat mencapai derajat manusia sempurna. Murtadha Muthahhari 

berpendapat bahwa manusia terdiri dari dua unsur utama, yaitu pribadi 

dan kepribadian (badan dan ruh, atau fisik dan mental). Kedua unsur 

tersebut memiliki kualitas dan karakteristik yang sangat berbeda. Unsur 

ruh (jiwa) bersifat kekal dan senantiasa mendorong manusia untuk 

berbuat baik, menjaga kesucian dan kehormatan serta ingin selalu dekat 

dengan Tuhan. Sementara unsur badan atau fisiknya, kebalikan dari unsur 

ruh, mendorong manusia untuk selalu memenuhi kebutuhan jasmani 

(fisik material) dan cenderung pada kerendahan, kehinaan, bahkan jauh 

dari Tuhan.  

Kelima, tulisan Agus Darmaji yang mengangkat kritik Max Scheler atas 

etika formalisme Kant. Dengan fenomenologi, ia mencoba merekonstruksi 

dan mengembangkan masalah nilai pada umumnya, khususnya etika. Ia 

beranggapan bahwa dengan cara demikian etika dapat menghindari 

relativisme baik psikologis, sosiologis, maupun historis. Scheler, menurut 

Agus, bermaksud mengajukan suatu penilaian kritis terhadap etika formal 

Kant dan berusaha mengatasi formalisme Kant dengan mengajukan 

pemikiran tentang etika material.  

Refleksi kali ini juga menurunkan dua tulisan lepas, yaitu tentang al-

Qur’an dan teori Big Bang. Tulisan yang disajikan oleh Mu’adz D’Fahmi 

ini berusaha mencari sintesis antara penemuan ilmiah (astronomical study) 

dengan paparan al-Qur’an (Qur’anic study). Tulisan kedua tentang sistem 

parlemen bikameral di Indonesia yang merupakan langkah baru, 

mengingat selama ini Parlemen Indonesia menganut Unikameral (satu 

kamar), yaitu DPR. Sedangkan sekarang (hasil Pemilu 2004) menghasilkan 

anggota-anggota DPR dan DPD yang kelak akan menjadi dua kamar.  

Pada rubrik Book Review kami hadirkan tulisan yang mengulas buku 

Islam Emansipatoris: Menafsir Agama untuk Praksis Pembebasan. Buku ini 

merupakan bagian dari agenda besar untuk menjadikan Islam sebagai 

ajaran yang aktual, rasional, progresif, dan emansipatoris.  

Sebagian besar sajian dalam Refleksi kali ini merupakan rangkaian 

untuk menemukan peran agama bagi pembebasan nilai-nilai kemanusiaan 

universal. Dan ini hanya bisa ditemukan melalui proses penafsiran secara 



kritis atas wacana-wacana keagamaan yang hadir di sekitar kita. Selamat 

membaca.  

 

Jakarta, Agustus 2004  
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Abstract: This article elaborates on the bicameral parliamentary system in Indonesia, 

which is a new step, considering that until now the Indonesian Parliament adhered to a 

Unicameral (single-chamber) system, namely the DPR (People’s Consultative Assembly). 

Whereas now (as a result of the 2004 Elections), it has produced members of the People’s 

Representative Council (DPR) and the Regional Representative Council (DPD) which 

will later become two chambers. 
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Abstrak: Tulisan ini menguraikan tentang sistem parlemen bikameral di Indonesia yang 

merupakan langkah baru, mengingat selama ini Parlemen Indonesia menganut Unikam-

eral (satu kamar), yaitu DPR. Sedangkan sekarang (hasil Pemilu 2004) menghasilkan 

anggota-anggota DPR dan DPD yang kelak akan menjadi dua kamar. 

 

Kata Kunci: Parlemen, Bikameral, Pemilu, DPR, DPD. 

 

 

Pendahuluan  

Berbicara masalah parlemen, ia terkait erat dengan demokrasi perwaki-

lan1 sebagai representasi dari negara demokrasi. Mengingat pelaksanaan 

demokrasi secara langsung tidak memungkinkan bagi negara-negara 

dengan jumlah penduduk yang relatif banyak, maka diperlukan demokrasi 

perwakilan yang dikenal dengan nama parlemen.  

Dalam negara demokrasi, pembentukan parlemen harus melalui Pem-

ilu. Melalui Pemilu, rakyat ikut menentukan siapa yang akan duduk se-

bagai wakil di parlemen. Dengan Pemilu akan dapat ditentukan 

bagaimana bentuk, jenis, dan komposisi parlemen yang diinginkan sebagai 

lembaga perwakilan rakyat yang menyuarakan aspirasi rakyat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.  

Indonesia sebagai negara yang demokratis, baru saja menyelenggarakan 

Pemilu 2004 yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 

22 E.2 Pemilu ini merupakan Pemilu yang kedua kalinya dalam Era Refor-

masi. Namun kali ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, karena 

Pemilu kali ini dilaksanakan sebanyak dua kali. Pertama, Pemilu diseleng-

garakan untuk memilih anggota-anggota legislatif (Dewan Perwakilan 

Rakyat atau DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD). Kedua, 

Pemilu dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Peru-

bahan sistem Pemilu ini, diharapkan dapat lebih aspiratif, sehingga 

mampu mengeliminir ketidakpuasan yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat. Perwujudan Pemilu yang aspiratif tersebut terlihat dari ter-

bentuknya parlemen bikameral (dua kamar) dan pemilihan presiden secara 

langsung. 

Berbicara tentang parlemen bikameral adalah suatu hal yang menarik, 

mengingat selama ini parlemen Indonesia menganut sistem unikameral 

(satu kamar), yaitu DPR. Sedangkan sekarang (hasil Pemilu 2004) 

menghasilkan anggota-anggota DPR dan DPD yang akan menjadi dua 

kamar.  
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Untuk itulah pada kesempatan ini, penulis ingin mengetengahkan 

bagaimana Indonesia menuju parlemen bikameral. Mengapa Indonesia 

menganut sistem parlemen bikameral? Adakah alasan-alasan rasional yang 

dapat diterima masyarakat, dengan terbentuknya parlemen bikameral, se-

hingga kelak parlemen semacam ini tidak hanya formalitas belaka, tetapi 

benar-benar berfungsi, sesuai dengan keinginan masyarakat, menuju 

negara yang maju, demokratis, adil, dan sejahtera? Apa kelebihan-kelebi-

han dan kelemahan-kelemahannya, sehingga sistem bikameral ini di-

adopsi? Bagaimana fungsi dari masing-masing kamar tersebut antara DPR 

dan DPD, sehingga fungsi yang dijalankan kedua lembaga tersebut tidak 

over lapping (saling tumpang tindih).  

 

Parlemen Bikameral  

Di setiap negara demokrasi, biasanya pemerintahannya menganut Trias 

Politica (pemisahan kekuasaan) sebagaimana yang dikemukakan Montes-

quieu3 yaitu kekuasaan pelaksana (eksekutif), kekuasaan yang membuat 

undang-undang (legislatif) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif).  

Legislatif sebagai sebuah lembaga atau badan yang memiliki kekuasaan 

dalam bidang legislasi (perundang-undangan), seharusnya mencerminkan 

representasi aspirasi seluruh rakyat, karena seluruh aspirasi dan kepent-

ingan rakyat selayaknya ditampung dan diartikulasikan oleh lembaga ini. 

Itulah sebabnya perdebatan tentang bagaimana selayaknya bentuk lem-

baga ini, banyak mendapat sorotan dan pada akhirnya jenis atau bentuk 

dan fungsi yang diharapkan akan tertuang dalam konstitusi masing-mas-

ing negara.  

Lembaga legislatif yang dikenal sebagai produk (penghasil) undang-un-

dang, memiliki dua bentuk atau struktur, yaitu unikameral dan bikameral. 

Pada umumnya keduanya sering disebut sebagai parlemen, tetapi penyeb-

utan namanya berbeda-beda di setiap negara. Misalnya di Indonesia dise-

but MPR, di Amerika disebut Congress dan lain-lain. Dalam kesempatan 

ini, penulis lebih cenderung menggunakan nama parlemen untuk sebutan 

secara umum.  

Parlemen yang dikenal memiliki dua jenis atau bentuk, yaitu parlemen 

unikameral (Unicameral) dan parlemen bikameral (Bicameral). Parlemen 

unikameral, yaitu parlemen dengan sistem satu kamar atau majelis, misal-

nya di Indonesia DPR. Sedangkan parlemen bikameral, yaitu parlemen 

dengan sistem dua kamar atau majelis, yaitu Majelis Tinggi dan Majelis 
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Rendah). Contohnya di Amerika dikenal dengan sebutan Senate (Majelis 

Rendah) dan House of Representatives (Majelis Tinggi). Sedangkan di 

Inggris dikenal dengan sebutan House of Commons (Majelis Rendah) dan 

House of Lords (Majelis Tinggi).  

Bagan berikut menjelaskan tentang kedua majelis tersebut dari segi 

jumlah keanggotaan, apa atau siapa yang diwakili, masa jabatan, kekuasaan, 

dan cara pengangkatannya.  

“Perbedaan antara Majelis Tinggi dan Majelis Rendah” 
 MAJELIS TINGGI (Contoh: 

Senate, House of Lords) 

MAJELIS RENDAH (Contoh: House 

of Representatives, House of Commons) 

Keanggotaan Jumlahnya lebih sedikit Jumlahnya lebih banyak 

Cara Pengangkatan - Pemilihan 

- Penunjukan 

- Turun temurun 

Pemilihan 

Masa Jabatan Lebih lama Lebih Cepat 

Mewakili - Wilayah/Negara Bagian 

- Kelompok tertentu 

Penduduk secara keseluruhan 

Kekuasaan Lebih kecil Lebih besar 

 

Di setiap negara, jumlah keanggotaan kedua majelis berbeda-beda 

tidak ada yang sama persis, tergantung jumlah penduduk dan wilayah 

distrik yang diwakili. Cara pengangkatan untuk Majelis Tinggi, ada yang 

melalui pemilu, penunjukan, karena dianggap berjasa kepada negara, dan 

ada juga yang turun temurun seperti Inggris. Sedangkan untuk Majelis 

Rendahnya melalui Pemilu. Masa jabatan yang diemban Majelis Tinggi 

lebih lama agar memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempela-

jari legislasi lebih lama. Sedangkan Majelis Rendah yang relatif lebih cepat, 

untuk menghindari pergantian antar waktu.  

Dari hasil penelitian,4 sistem satu kamar (unikameral) banyak dianut di 

negara-negara yang sistem pemerintahannya kesatuan. Dari 66 negara 

kesatuan yang diteliti, sebanyak 54 negara memiliki parlemen dengan sis-

tem satu kamar (unikameral). Sedangkan 12 negara lainnya memiliki Par-

lemen dengan sistem dua kamar (bikameral). Selain itu, sistem satu kamar 

(unikameral) lebih cenderung diselenggarakan oleh negara-negara yang 

dari segi geografis kecil, homogen, dan berpenduduk kurang dari 10 juta 

jiwa.5 

Sebaliknya, dari 17 negara federal yang diteliti,6 16 negara menerapkan 

parlemen bikameral dan hanya 1 negara yang menerapkan parlemen 

unikameral. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negara-negara 
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dengan sistem pemerintah federal cenderung menerapkan parlemen bi-

kameral, sementara negara-negara yang menerapkan sistem pemerintahan 

kesatuan lebih mengarah ke parlemen unikameral.  

Meskipun sistem Pemilu tidak secara langsung mempengaruhi bentuk 

parlemen (bikameral atau unikameral), akan tetapi Pemilu dan lembaga 

perwakilan (parlemen) merupakan suatu kegiatan politik yang tidak dapat 

dipisahkan.7 Oleh sebab itulah pemilu 2004 di Indonesia yang baru saja 

dilaksanakan mengalami modifikasi sedikit dalam rangka menuju parle-

men bikameral. Untuk itu ada baiknya penulis tampilkan sistem Pemilu 

2004 di Indonesia. 

 

Sistem Pemilu di Indonesia  

Sistem Pemilu dikenal ada dua macam, yaitu sistem distrik dan pro-

porsional. Sistem distrik atau sering disebut sebagai single-member constit-

uency,8 yaitu satu daerah pemilihan memilih satu wakil. Sistem ini biasanya 

atau cenderung dilakukan oleh negara-negara yang menganut sistem 

kepartaian dua partai (dwi partai), seperti Amerika dan Inggris.  

Sistem Distrik dilakukan berdasarkan pembagian daerah atau geografis 

tertentu yang ditetapkan sebagai daerah pemilihan. Di setiap daerah pem-

ilihan inilah para calon legislatif (wakil) berkompetisi dengan calon dari 

partai lainnya. Pemenangnya adalah calon yang mendapat suara terban-

yak. Sedangkan suara dari calon lain yang tidak menang, akan terbuang 

sia-sia. Di Amerika Serikat, sistem Pemilu dengan sistem distrik, dipakai 

dengan mempertimbangkan wilayah administrasi pemerintahan dan 

jumlah penduduk.9 

Sedangkan sistem proporsional disebut juga sebagai multy-member con-

stituency,10 yang berarti satu daerah pemilihan, memilih beberapa wakil 

atau juga disebut sistem perwakilan berimbang.  

Dalam sistem ini, negara dianggap sebagai satu daerah pemilihan yang 

besar, tetapi untuk keperluan teknis-administratif, dibagi beberapa daerah 

pemilihan yang besar (lebih besar dari distrik yang ada dalam sistem 

distrik). Daerah pemilihan tersebut memilih sejumlah wakil sesuai dengan 

banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu. Seandainya dalam 

pemilihan ditentukan perimbangannya 1 orang wakil: 400.000 pemilih, 

maka jumlah wakil yang diraih oleh suatu partai dari daerah pemilihan 

adalah jumlah pemilih (dari suatu partai) dibagi 400.000.  
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Dalam sistem proporsional, semua suara tidak ada yang hilang, karena 

dapat digabungkan dengan suara-suara dari partai-partai lainnya agar ter-

penuhi dibagi 400.000 untuk mendapat satu kursi. Dengan demikian, sis-

tem ini lebih cenderung memunculkan partai-partai baru.  

Sistem ini juga seringkali dicampur dengan sebuah daftar (list) yang 

terbuka sehingga disebut sistem proporsional dengan Daftar Terbuka yang 

baru saja dilaksanakan oleh Indonesia dalam Pemilu 2004.  

Pemilu yang baru saja dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, ber-

beda dengan pemilu-pemilu tahun sebelumnya, meskipun sistemnya 

sama, yaitu Sistem Proporsional. Namun kali ini, teknis pelaksanaannya 

yang berbeda. Perubahan ini dalam rangka menuju parlemen bikameral.  

Pemilu kali ini dilaksanakan dua kali. Pemilu pertama memilih DPR, 

DPRD Tk. I (Provinsi), DPRD Tk. II (Kabupaten/Kota) dan DPD. Cara 

pemilihannya, pemilih memilih salah satu daftar nama-nama calon ang-

gota DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang diinginkan yang 

telah disediakan di bagian tanda gambar partai yang akan dipilih. Se-

dangkan untuk calon anggota DPD, pemilih diminta untuk memilih 

dengan melihat foto calon yang telah disediakan dalam satu lembar 

tersendiri.  

Sedangkan pada pemilu kedua, memilih presiden secara langsung. Apa-

bila dalam pemilu Presiden belum menghasilkan suara 504 lebih, maka 

akan diadakan pemilihan lagi (putaran kedua).11 

Perbedaan pada Pemilu kali ini, tampaknya tidak hanya pada pemili-

han presiden secara langsung dan tersedianya daftar nama-nama calon 

anggota, tetapi juga terlihat pada pemilihan DPD yang merupakan 

struktur baru dalam parlemen bikameral. Para calon DPD berasal dari non 

partisan, berasal dan domisili dari daerah pemilihan masing-masing dan 

yang terpilih akan berkedudukan di pusat. Artinya bahwa pemilu kali ini 

akan menuju ke bentuk parlemen dengan sistem dua kamar (bikameral), 

yaitu MPR sebagai penyebutan nama parlemen, dua kamar terdiri dari 

DPR dan DPD, seperti di Amerika Serikat: House of Representatives dan 

Senate. DPR ibarat House of Representatives, sedangkan DPD adalah Sen-

ate.  

 

Alasan Indonesia Menuju Parlemen Bikameral  

Perubahan bentuk parlemen Indonesia dari unikameral menuju bikam-

eral, tidak hanya karena adanya perubahan sistem pemilu yang baru saja 
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dilaksanakan, tetapi karena adanya telaah secara teoretis oleh pakar-pakar 

hukum dan ketatanegaraan, sehingga pada akhirnya diputuskan untuk 

mengubah bentuk parlemen yang ada. Berikut ini dijelaskan beberapa 

alasan yang teoritis dan rasional, sehingga parlemen Indonesia harus men-

erapkan sistem bikameral.  

 

1. Adanya Tuntutan Terhadap Perubahan Konstitusi  

Selama kurang lebih 32 tahun, Indonesia di bawah Pemerintah Orde 

Baru dengan sistem pemerintahan yang otoriter, sehingga membuat 

masyarakat terkungkung dari kebebasan berpendapat: terbungkamnya 

kebebasan pers, para mahasiswa, dan buruh tidak boleh berunjuk rasa.  

Tahun 1998 merupakan awal munculnya Era Reformasi yang 

meruntuhkan kekuasaan Orde Baru dan lengsernya Soeharto sebagai pres-

iden RI pada waktu itu. Gema Reformasi begitu kuatnya sehingga diskur-

sus tentang adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih demokratis 

sangat marak dibicarakan. Seiring dengan itu, muncul tuntutan-tuntutan 

untuk dilakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian dalam ke-

hidupan politik ketatanegaraan kita.12 Salah satunya adalah perubahan-pe-

rubahan di bidang hukum, yaitu amandemen terhadap konstitusi yang 

ada, karena konstitusi dianggap sebagai hal yang paling fundamental da-

lam menuju kehidupan berbangsa yang lebih baik.  

Fenomena semacam ini dipandang sebagai sesuatu yang wajib dil-

aksanakan sebagai implementasi dari keinginan Reformasi demi menuju 

kehidupan politik yang lebih baik di masa yang akan datang. Untuk itulah 

konstitusi kita, yaitu Undang-undang Dasar 1945 mengalami beberapa 

kali amandemen.  

Pada perubahan (amandemen) UUD 1945 ketiga, muncul gagasan, 

agar sistem ketatanegaraan Indonesia tidak lagi memosisikan MPR sebagai 

lembaga tertinggi negara dan lembaga parlemen dikembangkan menjadi 

dua kamar (bikameral) dan kedua kamar tersebut dinamakan DPR (De-

wan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dengan 

tetap mempertahankan nama MPR sebagai forum persidangan bersama.13 

Dalam kerangka mengadopsi Parlemen Bikameral, Pemerintah Indo-

nesia mencoba untuk mengubah konstitusi sebagai hal yang paling men-

dasar dalam menentukan langkah berikutnya. Untuk itu, Menurut A. 

Ramlan Surbakti,14 ada beberapa gagasan yang mendasari perubahan 

UUD 1945 khususnya dalam struktur kekuasaan antara lain:  
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a) Agar empat tujuan negara (dalam Pembukaan UUD 1945) 

dapat terwujud.  

Perwujudan ini dapat tercapai, apabila ada pembagian kekuasaan 

yang berimbang dan saling mengecek (Check and Balances) di 

antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Artinya menjalankan 

konsep Trias Politica yang sesungguhnya.  

b) Agar Keputusan politik yang dibuat lebih representatif.  

Selama keputusan-keputusan yang dibuat sepihak atau hanya 

menguntungkan segolongan saja, maka ada ketidakpuasan dan 

ketidakadilan dalam masyarakat. Untuk mencegah hal ini, maka 

keputusan yang dibuat harus menjamin keterwakilan penduduk 

dan daerah. Untuk itu, keputusan-keputusan politik yang dibuat 

legislatif harus memiliki dua kamar yang setara (Bikameral), se-

hingga diharapkan mampu merepresentasikan keinginan-keingi-

nan masyarakat dan daerah secara menyeluruh.  

c) Untuk menjaga stabilitas dan kapabilitas pemerintahan.  

Agar tidak terjadi gejolak dalam masyarakat, sehingga 

pemerintahan yang ada menjadi tidak stabil, maka kekuasaan 

eksekutif harus berbentuk presidensial penuh, sehingga 

kekuasaannya tidak mudah digoyang sebelum masa jabatannya 

habis. Dengan demikian, pemerintahan dapat berlangsung 

dengan teratur dan stabil.  

d) Untuk memfungsikan lembaga legislatif dan eksekutif pada po-

sisinya masing-masing.  

Artinya dengan mengadopsi Bikameral, maka Lembaga Legis-

latif akan memfokuskan pada fungsinya sebagai legislator dan 

menetapkan anggaran daripada fungsi pengawasan. Demikian 

pula eksekutif akan lebih memfokuskan dirinya sebagai lembaga 

administrasi pemerintahan daripada legislasi dan anggaran.  

Dengan berbagai alasan yang dikemukakan, diharapkan Undang-un-

dang Dasar 1945 dapat menjadi pedoman dasar dalam pembentukan 

struktur kekuasaan yang ada dalam pemerintahan dan salah satunya adalah 

bagaimana memunculkan gagasan parlemen bikameral.  

Dengan adanya gagasan bikameral, maka pemerintah ingin menunjuk-

kan bahwa Indonesia menganut dan melaksanakan sistem pemerintahan 

presidensial yang sesungguhnya, sehingga pengalaman kejatuhan Presiden 

Abdurrahman Wahid oleh parlemen tidak akan terulang kembali, karena 
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masing-masing pihak bersikukuh kepada pemahaman konstitusi yang ber-

beda.  

 

2. Lembaga Perwakilan pada dasarnya harus mencerminkan tiga jenis 

keterwakilan.  

Menurut A. Ramlan Surbakti,15 sebuah Lembaga Perwakilan seharusnya 

mencerminkan tiga jenis keterwakilan, yaitu keterwakilan penduduk, ru-

ang (daerah), dan deskriptif, khususnya berbagai kelompok masyarakat 

yang dari proses pemilu tidak akan terwakili atau kurang terwakil. Asumsi 

yang mendasari keterwakilan daerah adalah adanya keterwakilan kultural, 

historis, ekonomi, dan politik antara penduduk dengan ruang yang sangat 

erat.  

 

3. Distribusi penduduk Indonesia.  

Dari segi wilayah, distribusi penduduk Indonesia yang tidak merata, 

karena 60% penduduk Indonesia hanya menempati 104 wilayah Indone-

sia. Dengan demikian, ada wilayah-wilayah yang cukup luas, tetapi jarang 

penduduknya atau penduduk hanya menyebar pada wilayah-wilayah ter-

tentu saja. Sedangkan semua penduduk perlu diakomodir aspirasinya  

 

4. Masyarakat Indonesia yang majemuk.  

Dari segi geopolitik, Indonesia adalah negara kepulauan yang cocok 

mengadopsi negara Kesatuan untuk tujuan pertahanannya, tetapi dari segi 

sosio-kultural Indonesia adalah masyarakat majemuk secara horizontal, 

khususnya dari segi suku-bangsa dan kedaerahan dan hal ini lebih tepat 

mengadopsi bentuk negara federasi (sistem pemerintahan federal). Untuk 

itu, lembaga perwakilan mengadopsi bikameral untuk memenuhi seman-

gat federalisme, meskipun negara kesatuan.  

 

5. Aspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis materiil yang 

sangat kuat.  

Hal ini telah diwujudkan dalam bentuk pluralisme daerah otonom, 

seperti Otonomi khusus dan daerah istimewa, sehingga Bikameral di-

harapkan mampu mengakomodir.  
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6. Aspirasi daerah selama ini kurang efektif dan kurang adil.  

Selama ini lembaga perwakilan telah mengakomodir aspirasi daerah da-

lam bentuk “Utusan Daerah”, tetapi kenyataannya struktur ini kurang 

mampu menyerap aspirasi daerah yang sesungguhnya ditambah dengan 

ketidakadilan masalah konversi harga kursi luar Jawa yang jauh lebih ren-

dah daripada kursi di Jawa.  

 

Kelebihan dan Kelemahan Parlemen Bikameral  

Sebuah sistem selalu memiliki kelebihan dan kelemahan. Demikian 

pula dengan parlemen bikameral yang diadopsi oleh parlemen Indonesia. 

Berikut dijelaskan kelebihan dan kelemahan kedua sistem tersebut, yaitu 

unikameral dan bikameral.16 

Kelebihan Parlemen Unikameral adalah: 1) Proses pembuatan perun-

dang-undangan akan cepat. Adanya satu kamar, akan memudahkan proses 

pembuatan perundang-undangan, karena pembahasannya hanya pada 

satu badan, sehingga tidak banyak yang diusulkan dan diperdebatkan; 2) 

Tanggung jawab secara moral cukup besar. Dengan jumlah anggota yang 

terbatas, apabila ada undang-undang yang tidak lolos atau ada kepent-

ingan warga negara yang terabaikan, kesalahan-kesalahan tersebut tidak 

dapat dilimpahkan kepada majelis lain; 3) Jumlah anggota yang terpilih 

lebih sedikit, sehingga rakyat mudah memantaunya; 4) Biaya lebih rendah 

bagi pemerintah dan pembayar pajak. Dengan jumlah anggota yang sedi-

kit, akan meringankan biaya-biaya yang dikeluarkan baik oleh pemerintah 

maupun pembayar pajak.  

Kekurangan parlemen unikameral adalah: 1) Kurang representatif dan 

demokratis. Karena hanya satu kamar dan jumlah anggotanya sedikit, 

maka kurang dapat memberikan kepuasan terhadap pemilih yang be-

ragam; 2) Mudah menghasilkan perundang-undangan yang cacat atau 

ceroboh. Dengan adanya satu kamar, akan sulit melakukan kontrol dan 

koreksi, sehingga undang-undang yang dihasilkan akan rentan cacat dan 

mudah menimbulkan kecerobohan; 3) Pengawasan atau pengendalian ter-

hadap lembaga eksekutif kurang efektif.  

Dengan jumlah anggota yang terbatas, maka di dalam memberikan 

pengawasan akan kurang efektif. Apabila pengawasan kurang, maka akan 

ada peluang penyalahgunaan wewenang oleh pihak eksekutif dalam 

melakukan tugasnya.  
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Kelebihan parlemen bikameral adalah: 1) Secara resmi mewakili be-

ragam pemilih (etnis, agama, wilayah atau golongan). Jadi dapat dikatakan 

lebih representatif dan demokratis, sehingga lebih memberikan kepuasan 

terhadap pemilih; 2) Memfasilitasi pendekatan yang bersifat musyawarah 

terhadap penyusunan perundang-undangan. Begitu banyaknya jumlah 

anggota dan terdiri dari dua kamar, maka satu sama lain akan mencoba 

membicarakan sebuah permasalahan dengan baik, agar tidak terhambat 

dalam proses pembuatannya; 3) Mencegah disahkannya perundang-un-

dangan yang cacat atau ceroboh. Dengan adanya dua kamar, akan dapat 

saling kontrol dan koreksi, sehingga undang-undang yang dihasilkan akan 

lebih berkualitas dan terhindar dari kecerobohan; 4) Melakukan 

pengawasan atau pengendalian yang lebih baik atas lembaga eksekutif. 

Adanya dua kamar, majelis diharapkan bekerja secara maksimal, sehingga 

kontrol terhadap pihak eksekutif pun akan berjalan dengan baik. Dengan 

demikian, pihak eksekutif akan lebih berhati-hati dalam menjalankan ke-

bijakannya, karena diawasi oleh dua majelis.  

Kekurangan parlemen bikameral adalah: 1) Proses pembuatan perun-

dang-undangan agak lambat. Karena dua kamar, maka proses pembuatan 

undang-undang harus mendapatkan keabsahan kedua majelis tersebut, se-

hingga akan banyak usulan dan perdebatan; 2) Saling lempar tanggung 

jawab. Kalau proses perundang-undangan harus melalui dua kamar, maka 

apabila ada kegagalan atau ada kepentingan warga yang terabaikan, kedua 

kamar tersebut dapat melempar tanggung jawab, sehingga tidak ada yang 

mau bertanggung jawab secara penuh; 3) Jumlah anggota yang terpilih 

banyak, sehingga rakyat sulit memantaunya; 4) Biaya relatif lebih mahal 

bagi pemerintah dan pembayar pajak. Dengan jumlah anggota yang relatif 

banyak, akan membebani pengeluaran kepada pemerintah, maupun pem-

bayar pajak.  

Dengan melihat kelemahan masing-masing sistem, diharapkan parle-

men sekarang dapat mengambil manfaatnya dan meminimalkan kelema-

han-kelemahan tersebut, sehingga parlemen bikameral yang dicita-citakan 

dapat terwujud.  

 

Sistem Parlemen Bikameral di Indonesia 

Untuk menjalankan sistem perwakilan rakyat dengan baik, maka ada 

dua pilihan yang dapat diterapkan dalam sistem perwakilan rakyat, yaitu 

bikameral atau unikameral yang telah dijelaskan di muka. Dari kedua jenis 
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tersebut, ternyata Indonesia memilih bikameral (sistem dua kamar) sebagai 

sistem perwakilan rakyatnya dengan berbagai alasan yang telah dikemuka-

kan di atas dengan menempatkan DPR sebagai Majelis Rendah dan DPD 

sebagai Majelis Tinggi dalam Parlemen. Namun sistem bikameral yang 

bagaimanakah yang akan diterapkan di Indonesia?  

Ternyata dalam pelaksanaannya (mekanisme kerja), sistem parlemen 

bikameral dapat laksanakan dengan tiga cara:17 

1) Memosisikan kedua majelis sebagai posisi yang sama kuat, se-

hingga RUU yang dibuat harus mendapat pengesahan dari kedua 

majelis tersebut.  

2) Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda, sehingga ada 

pembagian tugas di antara mereka dan RUU dalam bidang ter-

tentu hanya mendapat pengesahannya dari salah satu majelis yang 

berhubungan dengan bidang tersebut.  

3) Memosisikan salah satu majelis, misalnya DPR sebagai lembaga 

yang dominan, sehingga RUU yang dibuat hanya berhak 

mendapat persetujuan DPR. Sedangkan DPD hanya memberikan 

pertimbangan.  

Dari ketiga mekanisme yang ada, maka cara pertama merupakan cara 

kerja yang sesungguhnya dari sistem parlemen bikameral. Sedangkan cara 

kedua dan ketiga, tidak dapat dikatakan sebagai parlemen bikameral yang 

sesungguhnya, tetapi lebih tepatnya adalah Sistem Unikameral Plus.18 

Mekanisme pertama lebih menunjukkan bikameral, karena sistem ini 

memberikan akses dan motivasi kepada kedua majelis agar lebih aktif men-

jalankan tugasnya. Selain itu, kelemahan-kelemahan yang berada di sistem 

unikameral dapat teratasi dengan sistem ini.  

Indonesia yang baru saja melaksanakan pemilu legislatif 2004, telah 

merekrut sejumlah anggota DPR dan DPD dan mekanisme bikameral 

yang digunakan adalah tidak memosisikan kedua majelis sama kuat, tetapi 

hanya memberikan kesempatan kepada DPD untuk ikut mengajukan, 

membahas dan melakukan pengawasan dalam RUU, khususnya yang 

berkaitan dengan daerah: otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah dan pengelolaan 

sumber daya alam dan ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, dapat memberikan 

pertimbangan kepada DPR dan pengawasan tentang APBN dan RUU 

tentang pajak, pendidikan, dan agama.19 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut pola 

nomor dua dan tiga, yaitu adanya pembagian tugas dan lebih didominasi 

oleh DPR untuk secara keseluruhan. Pola atau mekanisme kerja semacam 

ini tidak dapat dikatakan Parlemen Bikameral murni, tetapi Soft Bicameral 

atau Unicameral Plus.  

Meskipun secara ideal Indonesia belum menuju ke sistem parlemen bi-

kameral yang murni, tetapi sudah merupakan suatu upaya yang positif 

menuju ke arah sistem perwakilan rakyat yang lebih representatif, aspiratif, 

dan demokratis. Bagaimana kelanjutan dari parlemen bikameral ini, 

tunggu saja tanggal mainnya![] 
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